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Permasalahan yang banyak dijumpai di masyarakat yaitu penggunaan
produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan kepada konsumen produk
kecantikan. Namun, gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui iklan
dikoran-koran, radio, dan televisi seolah-olah produk kosmetik tersebut nomor
satu dan aman digunakan, dilakukan semata-mata agar masyarakat tertarik untuk
membelinya. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum
normatif  yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode
penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan
metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di
peroleh hasil pengaturan hukum terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki
izin edar terhadap pelaku usaha yang menjual berbagai macam produk di pasaran
sehingga harus membuat hak konsumen perlu dilindungi akibat pemakaian produk
kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Peraturan BPOM untuk mengoptimalkan
pengawasan terhadap pelaku usaha yang beredar melalui Peraturan Menteri
Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan MENKES Republik Indonesia
Nomor 965/MENKES/SK/X1/1992 tentang cara produksi kosmetik dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Kepala
BPOM No. HK 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi
dan Peredaran Kosmetika dan Bentuk perlindungan hukum terhadap hak—hak
konsumen akibat pemakaian produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau
ilegal ini adalah bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat
melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan
umum yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan
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penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyeselesaikan sengketa
konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan
konsumen.

Kata Kunci : Konsumen, Jual Beli.

ABSTRACT

The problem that is often found in society is the use of cosmetic products
which causes dependence on consumers of beauty products. However, the
incessant offer of cosmetic products through advertisements in newspapers, radio
and television as if these cosmetic products were number one and safe to use, was
carried out solely to make people interested in buying them. This study uses
normative legal research methods, namely the library research method. The
normative legal research method or the library law research method is a method
or method used in legal research conducted by examining existing literature.
From this research, it was obtained the results of legal arrangements for cosmetic
products that do not have distribution permits for business actors who sell various
kinds of products on the market so that consumers' rights must be protected due to
the use of cosmetic products that do not have distribution permits. BPOM
Regulations to optimize supervision of circulating business actors through
Regulations of the Minister of Health have also issued Regulation of the Minister
of Health of the Republic of Indonesia Number 965/MENKES/SK/XI1/1992
concerning how to produce cosmetics and Law Number 36 of 2009 concerning
Health and Article 2 Regulations Head BPOM No. HK 03.1.23.12.11.10052 of
2011 concerning Supervision of Production and Distribution of Cosmetics and
Forms of legal protection of consumer rights due to the use of cosmetic products
that do not have distribution permits or are illegal. Consumers who feel
disadvantaged by business actors can make several efforts to resolve disputes
through general courts namely the District Court, High Court, Supreme Court
and dispute resolution outside the court can be through the Consumer Dispute
Settlement Agency (BPSK) which can resolve consumer disputes easily, quickly
and cheaply so that it does not burden consumers.
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